
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tcngah, Jawa 
Barat dan Daerah lstimewa Yogjakarta; 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservusi Sumber Daya Alam llayati dan Ekosiatemnya 
(Lt',mba.ra.n Negara Republik Indonesia Tahun I QQQ 
Nomor 49, 'l'ambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3419); 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang 
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor . 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3684); 

Mengingat 

Menimbang : a. bahwa untuk mclaksanakan Peraturan Daerah Kota 
Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang 
Burung Walet maka agar dalam pelaksanaan 
operasicnalnya dapat berjalan secara efektif, cfcsien dan 
optimal pcrlu adnnya petunjuk pelaksanaan: 

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di alas, 
. rnaka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kata 
Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang 
Burung Walet. 

WALIKOTA SEMARANG1 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA ~EMARANG 

NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET 

TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR lf 1· A-HUtt :}_,JJ\Lf 

WALIKOTA SEMARANG 
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4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, 
Tarnbahan Lernburun Neg11r11 Republik Indonesia Nornor 
3686) sebagaimana telah diubah dengan undang 
undang Nomor 19 Tahun 2000 tento.ng Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
3687) ; 

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 teritang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002, Nomor 27, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ; 

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004, Nomor 47, Tambahun 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Rept iblik Irtdoriesi Nomor 4355); 

8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tcntang 
Surnber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4337); 

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4400); 

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesi Nornor 4437) 
sebagaimana tclah dlubah beberapa kali terukhir 
Undang-undang Nornor 12 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4844); 

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Pcrimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4438); 
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12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Repuhlik Indonesia Tahun 2009 Nornor 1 ~01 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 
5049); 

13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140); 

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

15. Peraturan Pemerintah Nnmur 16 Tahun 1976 tentang 
Perlunsan Kotamadya Daerah Tingkat II Sernurung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesi Nomor 3079); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecarnatan di Wilayah Kabupaten 
kabupaten Daerah Tingkat TT Purbalingga, cllaeap, 
Wonogiri, .Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan 
di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 89); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbanga.n (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Repuhlik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lernbaran Nega1·a. Rcpublik Indonesia Nmrmr 4fi7R); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165t Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

20. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pernerintah, 
Pemerintah Dacrah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 



Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA 
SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANO PA,JAK 
SARANG BURUNG WALET. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Pcraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Dacrah adalah Wilayah Kota Semarang. 

MEMUTUSKAN 

21. Peraturun Pemerintah Nomor 69 Tahun ~010 tcntang 
Tata Caro Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pernungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Repuhlik Indrmesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

22. Pcral.uran Prcsldcn Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan Pcngundangan dun Penyebarluasan 
Peraturan Perundang- undangan; 

23. Pcraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pem~rintah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lcmbaran 
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 
Tahun 1988 Seri D Nomor 2); 

24. Peraturan Daerah Kota Semarang, Nomor 11 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran 
Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, 
Tarnbah an Lembaran Daerah Kota Semarang Noruur 1) 
sebuguim:nm telah diubah denga.n Peraturan Daerah 
Kota Semarang Nornor 5 'l'ahrrn 2013 tentang Pcrubahari 
Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kata Semarang Nomor 83); 

25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Ta.bun 2008 
terrtarig Unman Pemerintah yang menjadi Kcwenangan 
Pemerintah Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18); 

26. Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 11, 1\unh:-:1han 
Lerribar-arr Dacrah Kota Semarang Nomor 58); 
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2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, 

~- Walikota adalah Walikota Semarang. 
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

pcrpaiakan daerah eesuai denga n peraturan perundang-undsngan 
yang berlaku. 

5. Dh1as Pengelolaan Kcuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kota Semarang. 

6. Pajak Sarang Bu rung W alet yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
Pungutan Daerah atas pcngambilan dart/ atau pengusahaan Sarang 
Ru rung Walet. 

7. Burung Walet adalah salwa yang termasuk marga collocolia yaitu 
collocalia fuchliap haga, collocalia maxima, collocalia esculania, dan 
collocalia linchi. 

8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau yang merupakan 
kesatuan, bajk yang melakukan usaha maupun yang tidak 
rnelakukun usaha yang rneliputi perseroan terbatas, p~r::;e,·c,an 
komanditer, perseroan lainnya, HAdan Ueaha Milik Negara (BUMN), 
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) dengan nama dan dalarn 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi rnasa, organisasi politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga, dn bentuk badan lainnya termasuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk trsaha teta.p. 

9. Subjek Pojak adalah orang pribadi a tau badan yang dnpnt dH<~n:-11-::·m 
pajak. 

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pem ungu l. pajak yang mempunyai hak 
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yung 
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, rnenyetor, clan 
melaporkan pajak yang terhutang. 

12. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu 
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian 
Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan perpajakan daerah; 

13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya 
pajak yang terhutang sampai kegiatan pebagihan pajak kepada Wajib 
Pajak serat pengawasan penyetoranya. 

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SPI'PD1 adalah surat yang oleh Wajib Pajak untuk rnelaporkan 
penghiturrgan dan/ atau pembayaran pajak obyek pajak dan/ atau 
harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang 
undangan perpajakan daerah. 
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1 5. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang tclah dilakukan 
dengan monggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cura lain 
ke kas daerah rnelalrri ternpar pr:mh.-ty,u~m y~ng telah ditunjuk oleh 
Kepnln Dnl"'!rnh. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menent.ukan 
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pcmbayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrusi 
danjumlah yang masih harus dibayar. 

1 7. Surat Ketetapan Pajak Daeruh K urung Bu_yal' 'l'ambahan, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKDT, ('l.d:;..lH.h xrrrat, ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan alas jumlah pajak yang ditctapkan. 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB, adalah strrat lcetetapari pajak yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih 
besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya tertrtang. 

19. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil, yang selanjutnya disingkat 
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak 
tidak terutang clan tidak ada kredit pajak. 

20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah 
Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan atau dcnda. 

21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan 
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang 
undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar Tarnbahari, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tugihu.n Pajak uaeroh, 
Surat Keputusan Pernbetulan, atau Surat Kepirtuaan Keberatan, 

22. Surat Kcputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan 
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketctapan 
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketctapan Pajak Dacrah Lcbih Bayar, atau 
terhadap pemotongan atau peml.1ng1..1tan o1eh pihak ketiga diajl.1kan 
oleh Wo.jib Po.jo.k. 

23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 
meliputi harta, kewajiban, modal, penghusilan dill! biaya, serta 
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang 
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan 
laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 

6 



Pasal 4 
(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 

BAB Ill 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal3 
(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tcmpat lain yang 

ditunjuk olch Walikour. 
(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan diternpat lain yang ditunjuk, hasil 

penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 
(satu) hari kerja. 

(3) Pembayaran pajak dilakukan secara bulanan. 

(4) Pcrnbayaran bulanan dilaksanakan puling lambat setiap tanggal 10 paria 
bulan berikutnya, 

(5) Apabila tanggal terscbut jatuh pada hari libur maka pembuyaran dapat 
dilakukan paling Iambat 1 (satu) hari kcrja berikutnya. 

(6) Apabila pembayaran pajak yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat 4 melewati tanggal tersebut dikenakan sanksi administrasi 
sebesar 2 % (dua persen) perbulan. 

BAB II 
TA'l'A CARA PENDAFfARAN DAN PENDATAAN 

Pasal2 
(1) Dnlarn rangka peridaftaran de n pendataan terhudup Wajib Pajak Sara11g 

Burung Walet baru, Wajib Pajak wajib menglsi SPTPD dcngan jelas, 
lengkap clan benar serta ditandatangani. 

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 [lima 
belas) hari setelah bcroperasinya obyek pajak harus mengembalikan 
kepada pctugas pujak di DPKAD. 

(3) Pctugas pajak mencatat SPTPD yang tclah dikernbalikan oleh Wajib PB:jHk 
dalam Daftar lnduk Wajib Pajak dan digunakan sebagai dasar untuk 
menerbitkan NPWPD. 

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak 
dipenuhi, pcndaftaran dan pendataan dapat dilakukan oleh Pejabat. 

25. Pemeriksaan adalah scrangkaian kegiatan menghimpun clan 
mengolah data, keterangan clan/ atau bukti yang dilaksanakan secara 
objektif dan prnfeuional berrlasarkan suatu standar pemeriksaan 
un tu k meng L~ i ke pf1 tu h 011 pcrncn 1.1 h fJ n lcewaii ban pcrpuj ukun d:;:i.~rH h 
dun/atau untuk tujuan [ain dalam rangkn rnelaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
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Pasal 7 

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam 
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat 
Peringatan atau Surat Iain yang sejenis, jumlah pajak yang harus 
dibayar ditagih dengan Surat Paksa. 

(2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera 
setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat Teguran atau 
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan. 

. . 
:ri;.~Jen1~ (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang 

sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala DPKAD. 

BAB IV 

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 
Pasal 6 

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis 
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan '7 
(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau 
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus 
melunasi pajak yang terutang. 

Paaal S 

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan 
tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. 

(2) Kepala DPKAD dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak 
untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah 
m1-m11-muhi pHr·i-:y:-ff:-il:---u1 y;.jng diltml 1Jk;.jJ1, 

(3) Tata cara mengangsur sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah : 

a. wajib Pajak mengajukun surut pe.rrnohonun angsurnn: 
b. atas dasar permohonun tersebut Kepnln DPKAD dapat 

mempertimbangkan pembayaran angsuran; 

c. apabila permohonan dikabulkan maka diterbitkan Surat Keputusan 
Persetujuan Pernbayaran Angsuran beserta SKPD Angsurun. 

(4) Angsuran pembayaran pajak sebagairnana dirnaksud ayat (2), harus 
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang bclum atau 
kurang bayar. 

(5) Kepala DPKAD dapat mcmbcrikan pcraetujuan kepada Wajib Pajak 
untuk menunda pembnyarun pojak sompai batas waktu yang 
ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan 
dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang 
belum atau kurang dibayar. 

8 



BAB VI 
TATA GARA PEMUl!;TUJ..,AN, l-1l!;MlJATALAN1 PI£NGUl{ANGAN KJ£;l11£;rAPAN 

0/\N PENGH/\PUS/\N /\T/\U PENGURANG/\N 8/\NKSI ADMINISTRASI 

Pasal 11 

(1) Kepala DPKAD karenajabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: 
a. membetulkan SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau kesalahan hitung, 

dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang 
undangan perpajakan daerah: 

b. rncmbatalkan atau mcngurangkan kctctapan pajak; 
c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa 

bunga, dcnda dan kcnaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi 
tersebut dikenakan bukan kesalahan Wajib Pajak. 

c. apabila permohorian dikabulkan maka diterbitkari Surat Persetujuan 
Pembebasan Pajak. 

dapat DPKAD 

a. waiib paiak mengajukan permohonan secarn ter+ulia disertai derigan 
bukti - bukti tertulis yang sah kepada Kepnln OPT<A n dengan 
menyebutkan : 

- nama dan alarnat Wajib Pajak; 

- masa paj ak; 
- alasan yang jelas. 

h. atas dasar permohorian tersebut Kepala 
rnempertimbangkan pernbebasan pajak, 

BABV 
PEMBEBASAN PAJAK 

Pasal 10 
( 1) Kepala DPKAD berdasarkan perrriuhorum Wajib Pajak dapat rnerrrberikrm 

pernbebasan pnjnk. 
(2) Tata cara pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat ( 1) 

adalah : 

Po.sol 9 
Setelah Kantor Lclang Negara menetapkan hart tanggal, jam dan ternpat 
pelaksanaan lelang, juru sita rnemberitahukan derigan segcra sccara tcrtulis 
kcpada Wajib Pajak. 

Pasal 8 
Apabilu pujuk yun~ harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 
jarn KcKmlah t.anggal pemberltahuan Surat Paksa, Walikota atau pejabat 
yang ditunjuk segera mcncrbitkan Surat Pcrintah Mclaksanakan Penyitaan. 
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BAB VII 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 12 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengernbalian kelebihan 

pembayaran pajak kepada Kepahi DPKAD !:iif:r.r1ra tert.uli» dcngan 
menyebutkan sekurungkurungnya : 
a. nama clan alamat Wajib Pajak; 
b. masa pajak; 
c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; 
d. alasan yangjelas. 

(2) Kepala DPKJ\D dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan ~ejak 
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pernbayaran pajak 
sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimalcsud ayat (2) dilampaui Kepala 
DPKAD tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus 
ditcrbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 [sut.u] bulun. 

(4) Apubilu Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana ayat (3) langsung diperhitungkan 
untuk melunasi terlebih dahulu utang pajaknya. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalarn waktu 
laing lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDKLB. 

(6) Apabila pengembalian kelebiha.n pembuyurun pujuk dilukukun seteluh 2 
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala OPKAD memherikan 
imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan 
pembayaran kelebihan pajak. 

(2) Permohonan pernbettrlari, pembatalan, pengurangan kctctapan clan 
penghapusan a tau pengurangan sankai administrasi atas SKPD ~ 
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus 
disampaikan secara tertulie oleh Wajib Pajak kepada Walikota selambat 
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT atau STPD dengan alasan yang jelas. 

(3) Kepala DPKAD paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan 
sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus rnernberikan 
keputusan, 

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 ( tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat 
(3) Kepala DPKAD tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, 
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan 
sanksi administrasi, maka permohonan dianggap dikabulkan. 
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HAH VIU 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK 

Y/\NCt HlJO/\H KFUl/\LlJW/\RH/\ 

Pasal 1!3 

(1) Hak untuk mclakukan pcnagihan pajak kadaluwarsa setelah 
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya Pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah. 

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dim.aksud ayat (1) 
terlangguh apabila: 

a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; 
b. ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak baik langsung maupun 

tidak langsung. 

Paaal 14 

(1) SP2D dibuat rangkap 4 (cmpa.t) dengan peruntukan sebagai berikut: 

a, lembar ke 1 dan 2 untuk Bidang Perlx .. .ndaharaan !>:tclJ:-J.ku Pem~rLJil 
Suntl Pei intah Pencan'an Dana {~3i--2D). 

b. lembar ke 3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan. 

c. lcrnbar ke 4 untuk Bidang Pajak. 
(2) Bidang perbendaha:raan DPKAD atas nama Kepala DPKAD wajib 

menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 5 
[lima] hari kerja seja.k SPP diterima. 

Pasal 13 
(1) P~ngembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Paaal 

12 ayat (5) dilakukan dcngan monerbitkan SP2D. 

(2) SP2D dibcbankan pada mata nnggnrnn pendupuum pujuk tahun 
1-1nggflrfln bcrjalnn atau ma.ta. anggarnn penerimnan semula. 

(7) Apabila kelebihan pembayaran pajak dipcrhitungkan dengon utang 
pajak lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (4) pernbayarannya 
dilakukan dengan cara pemindah bukuan clan bukti pemindah bukuan 
juga berlaku sebagai bukti pembayarannya. 

(8) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan 
pernbayar'un pajak, kelebihan tersebut d~p~t diperhitungkan dengan 
paiak yan~ akan terutang atau dengan trtang p .. ,i .. ak atas nama wajib 
pajak lain. 
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BABX 
TATA CA.KA PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 18 

(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan Pajak Daerah untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam 
rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

BAB IX 

SANKS! ADMINISTRASI 
Pasal 17 

Walikota dapat menutup dan mencabut ijin usaha bagi pengusaha apabila : 
a. melalaikan kewajiban dan/ atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut 

tidak membayar pajak atau; 

b. dengan sengaja memungut pajak dengan tidak menggunakan nota 
pembayaran yang sah, atau memungut tidak disetorkan ke Kas Daerah ; 

c. tidak melayani dengan balk petugas dan/atau taripa alaaan yang sah 
menolak untuk diadakun tindak perneriksaun dan rnelawan petugas 
perneriksa yang sah dilengkapi dengan surat tugas dari W alikota, 

Pasal 16 
(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Kepala DPKAD melakukan investarisasi terhadap wajib pajak yang 
berkategori kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1). 

(3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dimohonkan persetujuan 
Walikota. 

(4) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak 
tanggal penyampaian Surat paksa teraebut. 

(4) Pengakuan utang Pajo.k secnra lo.ngsung sebcgcimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya rnenyatakan 
masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada 
Pemerintah Daerah, 

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung scbagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari peugaj uan perrnohonan arrgeuran 
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib 
Pajak. 
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Pasul 19 

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Pajak Sarang Burung Walet diserahkan dan menjadi tanggung 
jawab Kepala DPKAD. 

(2) Kepala DPKAD dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Semarang 
Nomor 11 'l'ahun 2011 teritarig Pajak Sarang Burung Walet mcmpunyai 
wewenang; 
a. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek pajak sarang burung 

walet; 
b. menetapkan besarnya pajak; 
c. memungut, rnenagih dan menerima pembayaran pajak sesuai derigan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
d. menerima, menolak, dan memberikan keputusan terhadap 

permohonan angsuran, penundaan, pengurangan, keringanan, 
pembebasan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak; 

e. melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak; 

BAB XI 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

(2) Wajib pajak yang diperiksa wajib : 
a. memperlihatkan dan/ a tau rneminjamkan buku atau catatan, dokumen 

yang menjadi dasarnya, dan dolrumen lain yang berhubungan dengan 
objek pajak yang terutang: 

b. memberikan kesernpatan untuk rnernanu ki tcmpat atau ruangan yang 
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran 
perw:riksaa n, dan/ atau: 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 
(3) Tatacara pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut : 

a. pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya da1am waktu 3 (tiga) 
bulan sekali oleh tim Pemeriksa; 

b. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud huruf a dibcntuk oleh 
Kepala D PKAD Ko ta Semarang; 

c. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud huruf b mempunyai tugas 
menguji kepatuhan pemenuhan pembayaran pajak dan kebenaran atas 
pemungutan dan penyetoran pajak yang hasilnya dimuat dalam Serita 
Acara Pemeriksaan Pajak; 

d. untuk keperluan pcmcriksaan, Wajib Pajak diwajibkan 
memperlihat.kan, meminjamkan buku catatan, dokurnen, memberikan 
kescmpatan untuk mcmasuki ruanganj tempat yang dipcrlukan dan 
memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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SERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN MI~ NOMOR ir-· · 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 

ADITR~TO 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal : f) ffi ti ~(J '4 

HENDRAR PRIHADI 

WALIKOTA SEMARANG 

di Semarang 
.:;a tt\ r:r ?,·o, 4 

Ditetapkan 

pada tanggal 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku padu tanggal diundungkan. 

Agar setiap orang dapal rnengetahuinya, memerintahkan pengunda.ngan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Semarang. 

f. menyetorkan penenmaan pajak paling lambat 1 x 24 jam ke kas 
daerah; 

g. mcnyampaikan laporan petaksanaan tugas sebagaimana dimaksud 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dun huruf f setinp bulun 
kepada Walikota. 
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